BAB Il
PERAN NORMATIF WWF MENAHAN LAJU PEMBUKAAN LAHAN
KELAPA SAWIT YANG BERPOTENSI MERUSAK LINGKUNGAN DI

INDONESIA

Industri CPO (Crude Palm Oil) merupakan salah satu penyokong terbesar
devisa fiepara Indotiesia. kelapa Sawit meityuibang sekitat 12% bagi pendapataii
negara. Pada awal tahun 2008 pendapatan eksppor dari CPO mencapai US$
1.984,26 juta meskipun pada tahun berikutnya mengalami penurunan sebesar
54,02 peisén meénjadi USS$ 912,37 juta Karéna péniiftifian harga CPO diiiiia yanig
terkena pengaruh dari krisis keuangan global yang menyebabkan harga minyak
dunia turun termasuk juga harga CPO. Namun di tengah iklim industri yang
prospektif térsebuf isu lifigkufigari Seputar idustii CPO téfus disusarakan dari
berbagai kalangan baik itu LSM dalam negeri maupun luar negeri. Ada satu LSM
khusus yang mengawasi industri CPO dalam negeri seperti Sawit Watch,
Giééiipeace, Gréén Economics seéita WALHI yafig terus imélakiikah Kampaiiyé
lingkungan seputar industri CPO tersebut.

SPO (Sustainable Palm Oil) atau minyak sawit lestari adalah suatu
dipelopori oleh WWF. WWF menganggap perkebunan kelapa sawit paling

bertanggungjawab terhadap kerusakan bahkan hilangnya sebagian besar hutan

u Kelapa sawit Indonesia dan dampaknya terhadap lingkungan, diakses pada tanggal 6
April 2011 dari
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tropis serta musnahnya keanekaragaman hayati dalam skala luas, khususnya di
Iidofesia dan Malaysia. Di  berbagai fofum  intefiasional, WWF
mengkampanyekan kerusakan lingkungan, punahnya berbagai jenis flora dan
fauna, dan menuding bahwa perkebunan kelapa sawit sebagai pihak yang
bértanpgiingjawab.

Berdasarkan berbagai analisis dampak lingkungan setidaknya ada enam
dampak negatif dari pembangunan kebun kelapa sawit bagi lingkungan hidup di
Ihdonesia. denpan 1uas lahian perkebunan kelapa sawit yang sudah mencapai 7,4
juta hektar, dampak negatif perkebunan sawit akan terus meluas seiring
bertambahnya areal perkebunan. Kabut asap merupakan masalah pertama, alih
fingsi huta yang menyebabkan rusakiya kemapuah hutan sebagai kawasan
penyerap air, penyimpan air, dan mendistribusikannya secara alamiah, semakin
sulitnya akses terhadap air bersih karena perusahaan sawit menguasai lahan
teimpat suimber aif, perusahaat sawit sangat iiitensif menggiinakain bahan Kimia
untuk mendukuﬁg sistem perkebunan intensifikasi, penggunaan pestisida dan
herbisida dalam jumlah besar di perkebunan kelapa sawit mengakibatkan kualitas
aif di sekifai wilayah perkebunan menuruf, péiakaian bahah Kiria dalam
bentuk pupuk, pestisida dan herbisida akan menurunkan tingkat kesuburan tanah,
penurunan drastis keanekaragaman hayati, dan pembuangan limbah oleh prabik
CPO secata langsiiiig ke sungai di sekitar pabrik asihi ferus terjadi. Untuk i
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Pemerintah harus menggupayakan adanya aturan mengenai pedoman
peifibiikaan lahan Gafik perkebiina Kelapa sawit. Staridard Opéiating Procediivé
untuk pengolahan lahan perkebunan kelapa sawit dapat diberlakukan dalam hal
ini. Selain itu untuk jangka panjang pemerintah bekerja sama dengan berbagai
Kalafigan baik ifu akadeinisi maiipun LSM Uitk mélakukan pengémbangan dan
penelitian langkah pengolahan perkebuna kelapa sawit yang ramah lingkungan
dan diharapkan adanya aturan atau norma yang mengatur mengenai pembukaan

lahian Kelapa sawit yang raimah lifigkiifigai.

A. Tantangan Minyak Kelapa Sawit Indonesia di Pasar Internasional

Sejak taliini 2000 posisi, minyak sawit seffiakin kiat di pasar dumid.
Bersama Malaysia, Indonesia mengekspor jutaan ton minyak sawit.
Peikeibangain prodiksi dan e€kspor minyak sawitf ifipun fidak sépi dari
tantangan. Mulai muncul serangan-serangan gencar yang memperlemah posisi
yang kuat tersebut. Para menteri dari Malaysia dan Indonesia bersama pejabat
tifigpi lain hatuis pergi ke Erfopa ik mefighadapiiya.

Karena kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) di pasar dunia pada
tahun 2005, minyak sawit yang harganya murah mulai dijadikan sebagai
alternatif bahat bakar pengganti BBM. Minyak sawit teisebiif kemitidian
diolah menjadi biodisel kemudian diisikan ke dalam tangki mobil. Tahun
2006, harga BBM terus merangkak naik dan juga harga minyak sawit ikut naik
petaii kelapa sawit yatig menjial Tandan Buah Ségar (TBS) sawit juga
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sebagai bahan bakar membawa dampak baik bagi ekonomi Indonesia. minyak
sawit keibali ferangkat meénjadi bahah bakar penting. Tidak haiiya di televisi
masalah minyak sawit dibahas kemudian banyak pihak yang mengangkat
masalah tersebut menjadi pertentangan antara bahan pangan dengan bahan
bakar. Persoalan tersebut dibawa ke sebuali kofiferensi yang dampakiya akaii
menyebar ke pasar dunia.

Suatu konferensi penting yang menyangkut minyak sawit digelar di
Oxfofd, Tiggiis oléh Asosiasi Biepi Terbarukaii (REA / Reriewable Eniérgy
Association) yang berkantor di London, konferensi tersebut di hadiri oleh
akademisi, wakil dari Greenpeace, Biofuel Watch, Serikat Petani Inggris (UK
Natiohial Fafmeérs Union) di Oxford daii dari Indonesia diwakili 6léh Gapki
(Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia). Konferensi tersebut juga
didukung oleh DEFRA ( Department of Environment, Food and Rural Affairs)
vaifu Keméntfian yang beftanggiingjawab mengenai lingkungan hidup,
makanan dan masalah-masalah negara di Inggris. Acara ters?but berlangsung
tangggal 20-21 September 2007. Dalam forum tersebut Greenpeace dan
Biofiial Watch méfigajikan mosi bahwa penggiinaan minyak nabati, téfitama
minyak sawit menjadi bahan bakar akan berakibat buruk bagi dunia. Karena
itu harus dicegah. Namun dari pihak Gapki maupun Serikat Petani Inggris
meémbantah mosi fersebiit, mereka méiilai kekiirangan bahan bakar diatasi
dengan menggunakan sebagian minyak sawit jadi bahan bakar dan sifatnya
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pasar akan mengendalikan jumlah pemakaian. Jika harga naik, tentu
pémakaian biodiesel akan berkuranig bahkan toikieqg, %

Pada akhimya dalam forgm tersebut para peserta menyatakan
kesetujuannya terhadap statment yang diajukan oleh pihak Gapki dan Serikat
Petaiii Inggris bahwa sawit peritiig bagi kemajuani fakyal, samiii aspek
lingkungan juga harus menjadi fokus utama. Minyak diesel boleh saja
dijadikan bahan baky untuk mengatasi kekurangan bahan bakar.

Indonesia senditi sebapai pengahasil iiiyak Kelapa sawit inéiitah teibesar
di dunia, saat ini memiliki perkebunan kelapa sawit seluas 7.4 juta hektar dan
masih berencana memperluas kebun sawitnya hingga 20 juta hektar.*” Volume
ekspor minyak kelapa sawit ke negara-negara Eropa sudah mencapai 5,3 Jjuta
ton pada tahun 2009 atau sejumlah seperempat lebih dari total keseluruhan
produksi minyak kelapa sawit di Indonesia pada tahun 2009. Namun saat ini
meniifiit aialisis Direkiorat Péfmasaran Iiténasional/Ditiert P2HP peimasaran
minyak sawit Indonesia dan produk-produk turunanya di Eropa mengalami
sejumlah tantangan juga.

Perkebunan kelapa sawit Indonesia mendapat isu negatif dari I.§M
lingkungan mengenai perkebunan sawit yang ada sekarang ini telah merusak
lingkungan dan mendorong terjadinya perubahan iklim. Isu tersebut muncul

sejak tahui 2001 difiasia Voliifiie tefjadinya kebakaran hiitan makiii menifigkat

9 Bangun, Derom. Memoar Duta Besar Sawit Indonesia. Penerbit Buku Kompas. 2010,
" hal. 8
“Tandan sawit, diakses tanggal 18 Desember 2010 dari
http:/fwww.scribd.com/doc/ 1680791 7/Tandan-Sawit-volume-12009
' “Kampanye hitam sawit Indonesia, dikases tanggal 8 Februari 2010 dari
htsp://www.sinartani.com/sorotan/-balj —kampanye—hitam—smvit—indonesia-ekvpar-sawit—ke-
eropa-terus-membesar-129342049] . him. .
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di hutan Indonesia. Dampak kebakaran tersebut bahkan sampai ke Malaysia,
Siiigapira, dan Bruiei Dafussalam. Negara-népara Efopa iHenpangpgap
terjadinya kebakaran hutan tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan. Hal
itu berimbas pada ekspor CPO di Eropa yang turun secara tajam.

Déhgati séjiimlali tantangai tersebiit, Indonesia diharapkan dapat
memperbaiki sistem perkebunan kelapa sawitnya sehingga tuntutan dan
tudingan dari negara-negara Eropa mengenai perusakan lingkungan akan
dapat tératasi. Pemerintah Indonésia sendifi bérkoitiifiien unfuk mefiajikan
kelapa sawit yang ramah lingkungan sebagai upaya Indonesia untuk
mengurangi emosi karbon sesuai yang dicanangkan oleh hasil COP 13 tentang
skéina REDD vaiig akan dijalankan natinya jiiga attifan yang dikeluatkan oléh
FSC mengenai pengelolaan hutan. Dengan keikutsertaan Indonesia dalam
rezim RSPO nantinya dapat menjadi pembuktian kepada dunia internasional

bahiwa Indoinésia mendukiing terciptanya mifiyak sawit ramah lingKungat.

B. Kiprah WWF dalam Pembentukan Rezim RSPO

Masalah linigkiipan di Indofiesia meningkat sejak tahiifi 1997, Sait itu
terjadi banyak kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan. Pada
musiii kemarai keadaafi makin membunik. Gafigguan asap tefasa sampai
perkotaan, bahkan sampai ke negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan
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darat dan udara tetapi juga menimbulkan penyakit infeksi saluran pernapasan
(ISPA).*

Tahun 1998 terjadi kelainan cuaca yang disebut El-Nino yang membuat
keadaan lebih_ memburuk. Akibat menurunnya suhu air lau, pembentukan
awan semakin beikurang yang beidampak pada curah hujan hujan yaig
menurun yang menimbulkan kekeringan. Keadaan yang kering itu membuat
setiap kebakaran baik yang disengaja maupun tidak disengaja cepat meluas ke
daérah-dacah sekitaftiya.

Ratusan titik api di Pulau Sumatera dan Kalimantan terpantau melalui
satelit NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration).® Titik api
tersebut menyatakan adanya temperatur-temperatur yang relatif tinggi di
kedua Pulau tersebut. Hal itulah yang menguatkan WWF mengenai dampak
buruk dari perkebunan kelapa sawit. WWF menuding perkebunan kelapa
sawit sebagai penyebabiya. Befita di sural Kabaf tentang kebakaran liufan
mulai marak, dan pemberitaan menyangkut mengenai lokasi kebakaran hutan
yang berada di dekat areal perkebunan. Pemerintah Indonesia sangat aktif
fefigatsi kebakarah fersebuf dani Bérupaya keras mengatasinya Kaféiia
Malaysia dan Singapura telah terkena imbas dan kedua negara tersebut
menuntut Indonesia agar segera menyelesaikan permasalahan tersebut.

Unfik menanggulangi kebakaran teisebit kebakaran téisebut, pemerinta

Indonesia sendiri kemudian menunjuk Menteri Koordinator Kesejahteraan

49 Indoforest, diakses pada tanggal 4 April 2011 dari

htip://pdf.wri. org/indoforest_chap4_id.pdy.

% FW1 2001, potret kebakaran hutan, diakses pada tanggal 4 April 2011 dari
http://fwi.or.id/Katal og/Kebakaran_hutan/Indeks. sheml,
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Rakyat sebagai koordinator dan Menteri Lingkungan Hidup untuk segera
kebakaran hutaﬁ yang semakin meluas. Suara tudingan kepada pihak
perkebunan kelapa sawit makin lama makin keras. Bahkan ada beberapa pihak
yaiig mengunigkapkan bapgaiiiana Kondisi hifan yang bari dibakaf oleh
pengusaba perkebunan yang tujuannya adalah untuk membuka perkebunan
kelapa sawit. Menteri Lingkungan Hidup juga berupaya keras melakukan
langkah-lafgkah unfik méhanggilangi Kebakatan i, tétapi kemarau yaig
berkepanjangan akibat El-Nino itu membuat kebakaran semakin tak
terbendung.’!

Kebakaran yang semakin meluas pada 1998 dan tuduhan-tuduhan
beberapa pihak semakin menyudutkan perkebunan kelapa sawit. Masalah
semakin berat ketika insiden lingkungan itu ditambah dengan masalah sosial,
peftentangan antafa penduduk asli dan penpiisaha perkebunar. Keéadaaii
tersebut sampai berlanjut pada tahun 2000. Berita mengenai pembakaran
hutan tersebut sampai juga di Eropa terutama di negara Inggris. Pihak negara
Iiggfis memberikat pefingatan kepada Indoniesia jika fidak dapat miengatasi
masalah tersebut, maka tidak segan-segan Inggris melakukan pemboikotan
minyak kelapa sawit dari Indonesia.

Hal tefsebift kemudian menggerakkai berbagai pihak untik imemperbaiki
cara ketja perkebunan kelapa sawit yang dinilai dapat merusak lingkungan.

Pada tahun 2001 WWF dan industri pabrik pembuat bahan-bahan konsumsi,

SVindie, Kebakaran hutan sebagai hasil dari kegagalan pemerintah Indonesia, diakses
pada tangeal 7 April 2011 dari



seperti Unilever dan Migros, untuk membentuk suatu organisasi yang
bertiijiian memperbaiki prakiik-prakiik manajeinén perkebiinan dan industi
kelapa sawit. Pertemuan untuk membahas pembentukan rezim tersebut
dilaksanakan di Kuala Lumpur Malaysia. Selain WWF, Malaysian Palm Oil
As§ociation (MPOA) jiiga hiadif dalaii pereruan tefsebit.

Dalam pertemuan tersebut juga hadir utusan-utusan dari beberapa
perusahaan di Malaysia, kemudian dari Unilever dan LSM yang lain. Hasil
Prakarsa yang dihasilkan dari pertemuan tahun 2001 tersebut kembali
dibicarakan. Pertemuan kedua itu disebut RSPO (Roundtable on Sustainable
Palin Oil). Acara dimiilai tafiggal 20 Agustus Sampai 22 Agiustus 2003 di
Hotel Mutiara, Kuala Lumpur. Pada pertemuan itu konsep yang lebih jelas
mengenai tujuan dibentuknya rezim, organisasi, dan prinsip-prinsip yang akan
iénjadi pedoman di dalaini pekerjaan selatijumiya sudah imefjadi agenda
pembahasan. Dalam pertemuan tahun 2003 tersebut dikemukakan prinsip 3P,
yaitu People, Planet, Profit.>

People adalah manusia, yang berarti aspek sosial harus dilakukan secara
bertanggungjawab tanpa merugikan atau merendahkan martabat manusia, baik

sebagai pegawai, pekerja, maupun masyarakat di luar perusahaan. Planet

lingkungan hidup, kegiatan perkebunan dan industri kelapa sawit tidak boleh

merusak lingkungan secara tidak bertanggungjawab. Profit artinya dampak

52 Bangun, Op. Cit. Halaman 43-44.
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ataupun aspek ekonomi dari perusahaan. Perusahaan harus memperoleh
keunfungan agar berkelaijutan. Deéfigan kata laif, sécara ekonomi haruslah
layak atau dalam bahasa inggrisnya disebut economically reliable.

Pada Roundtable Pertama ini slogan 3P tadi dikembangkan menjadi
délapati prifisip dan Kiitefia. Peftetnuan ifi disebit juga inagural foundtable,
yang sebenarnya digagas oleh tujuh perusahaan dan organisasi, yaitu Aarhus
United UK, Inggris; Golden Hope Plantation Berhad, Malaysia; MPOA,
Malaysia: Migios, Swiss: Saiiibiirey, Iiggiis; Uniléver, Belanda: dai WWF,
Swiss. Pada pertemuan tersebut panitia pelaksana meminta sejumlah
pemangku kepentingan untuk memberikan pidato singkat. Semuanya
niéwakili beéibagai berbagai pemanpkii Kepentiigan vang ferdapat pada
sepanjang rantai pasokan minyak kelapa sawit, yaitu Derom Bangun dari

Gapki, Indonesia; Patrick Baskett dari Socfindo, Indonesia; Manuel Davila

Palm Development Cooperation (GOPDC), Ghana; Pascal Cogels dari
FEDIOL, Eropa; Cyril Clarke dari Loders Croaklaan Netherlands (JOI Group-
Malaysia); Abéd Négo Paiica Pufia Tarigan daii Sawit Watch, Indofiésia;
Mubariq Ahmad dari WWF Indonesia; Mikaail Kavanagh dari WWF
Malaysia, dan Vengeta Rao atas nama MPOA Malaysia.

Pata pemakarsa RSPO teiimasik WWF kemudian mengambil langkah-
langkah agar RSPO diresmikan secara hukum. Atas dasar pertimbangan dari

anggota-anggota dan pemrakarsa, dipilihlah hukum Swiss dan memilih Zurich
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tanggal 8 April 2004. Secara hukum RSPO akan ikut patuh menurut sistem
hukum Swiss, vaifu Articlé 60 Undang-Undang Sipil Swiss. Unfuk Kegitain
operasionalnya dibentuklah sekretariat yang berkedudukan di Kuala
Lumpur.53

Kepengurusan secara sktruktural dibentuklah dewan pengurus yang
disebut EB (Executive Board) atau Dewan Eksekutif. Wakil dari setiap
anggota RSPO duduk di dalam EB. Dari Malaysia ada M.R. Chandran selaku
Difekiiif Eksekutif MPOA, dafi Iidofiésia ada Défor Bangiin sebagai Kéfia
Umum Gapki. Kepengurusan di dalam dewan eksekutif terdiri dari pengelola
perkebunan, seperti MPOA dan Gapki, perusahaan-perusahaan yang mengolah
minyak sawit menjadi furupanya, keiiudian consiimers goods manufactiirés
atau pabrik-pabrik pembuat keperluan konsumen, seperti Unilever. Kemudian
keanggotaan RSPO juga terdiri dari para pengecer atau retail yang menjual
prodilk-pioduk yang mengandifig kelapa sawit, sépéfti perusahaan Kosifietik
The Body Shop, kelompok LSM lingkungan seperti WWF, Sawit Watch dari
Indonesia, kemudian kelompok yang mewakili bank dan investor, seperti
HUSBC Baik. Sebagai Sekietatis Jendial RSPO yaig pértama dipilihi Téoh
Cheng Hai 3

Pada Roundtable kedua disusul rapat anggota yang bernama General
Asseribly atau GA, yang ieripakah GA peéftama. Dalam fapai tefsebit

disusunlah kepengurusan RSPO secara utuh, Jan Kees Vis dari Unilever

53 RSPO.statutes, by-laws and code of conduct, diakses pada tanggal 6 April 2011 dari

http://www.rspo.org/?q=page/896.
34 oo acntive Board RSPO, diakses pada tanggal 6 April 2011 dari



terpilih sebagai Presiden RSPO. Kemudian dibentuklah tiga vice president,
pertama, Derom Bangun dari Gapki sebagai vice president dua, dan M.R.
Chandran dari MPOA sebagai vice president tiga. Sekretaris Jendral RSPO
imasih dipégaig 6léh Teoh Chieng Hai. Naiiiin pérbahaii kepengufiisan tefjadi
pada Roundtable berikutnya tetapi komposisi dari tiap jabatan tetap sama.”

WWF ikut menjadi pemrakarsa rezim RSPO ini karena WWF karena
WWF iiéhgaci pada Koiiitiien WWF meipénai Konsep sustainiable
development, WWF tidak hanya fokus terhadap isu-isu lingkungan saja. WWF
mengedepankan pada 3 pilar pembangunan berkelanjutan yaitu pembangunan
itii sefidifi, ekonomi, pembargiifiai sosial dan petlindunigan lingkungan. WWF
lebih mengutamakan prinsip keseimbangan yang berjalan sesuai aturan dan
perkembangan jaman sehingga aspek lain dapat berjalan dengan baik tanpa
imémbuat salah safu aspek hilang atau Tidak betjalan denpan baik.

WWF sebagia rezim sendiri merupakan NGO yang independen dalam
politik internasional yang berperan sebagai fasilitator terciptanya agreement
dénpan 6ara menyedidkan nofima, peraturan, dan prinsip sekaligus
menyediakan informasi yang suffcient, mengurangi asymetric information
(mencakup moral hazard atau penyimpangan moral) seperti pengaturan
fengenai alih fungsi lahan Hufan mehjadi perkebunian yang iengancai
kelestarian lingkungan. Rezim WWF dibentuk guna menciptakan solusi
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menyelesaikan masalah di dalam kompleksitas perilaku anggotanya termasuk
pafa petiinagkii kepéiitiigan yang teflibat dalai reézifi RSPO tersebit sécafa

lebih spesifik.

C. Prinsip dan Kriteria Sebagai Hasil RSPO

Psdi Roiifidtable Pertaiia RSPO tuncil slogafi 3P yaiti People,
Planet, Profit yang selanjutnya dikembangkan menjadi Prinsip dan Kriteria
RSPO. Naiiii pada Routideable Pertata ifii draft usiilah Mengenai isi dafi
Prinsip dan Kriteria tersebut befum selesai dirumuskan. Pihak Proforest dari
Inggris kemudian mengusulkan diri sebagai pihak yang akan menyusun draft
tail fumiisan inefigénai Prinsip dai Kriteria tersebif béfsama LSM lain
seperti WWF. Proforest kemudian menyiapkan satu konsep yang panjang
mengenai rumusan Prinsip dan Kriteria yang nantinya menjadi pedoman bagi
setiap atipgota RSPO. Proforest sendifi mefijpakan ofganisast yang ada séjak
tahun 2000. Proforest merupakan organisasi non-profit, Pro Forest sendiri
telah berpengalaman bekerja di 40 negara di seluruh dunia.*®

Pada dasarnya deiapan prinsip dan 39 kriteria itu adalah untuk
mengendalikan praktik pembukaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit agar
tidak terjadi kerusakan lingkungan hidup, baik akibat kebakaran maupun
akibat penceiiaran. Dengafi cara imulah diruinuskan apa yang dimaksud
dengan minyak sawit berkelanjutan atau miyak sawit lestari atau Sustainable

Palm Oil. Sudah jelas di dalamnya ada pengertian zero burning atau prinsip




tanpa pembakaran, juga ada ketentuan bahwa limbah dari pabrik pengolahan

mifiyak sawit fidak boleh méncemari sufigai atau féncéemari lingkKin gﬁﬁ.57

Adapun 8 Prinsip yang tercantum dan merupakan hasil dalam

Roundtable on Sustainable Palm Qil adalah :

1.

2.

Koiiifitién pada transparansi

memenuhi hukum dan peraturan yang berlaku,

komitmen pada kelayakan ekonomi dan keuangan jangka panjang
pengplinaan prakiik terbaik dan tepat oleh perkebiinan dafi pabik

tanggungjawab lingkungan, konservasi dan keanekaragaman
hayati

fanggungjawab pada pékerja, individu-individu dan Koimuiifas
dari kebun dan pabrik

pengembangan perkebunan baru yang bertanggungjawab
Koitifiié pada perbaikani térus meiieis pada wilayah utama

aktifitas.

Sedangkan 39 Kriteria dalam RSPO merupakan penjabaran dan langkah ketja

dafi PHinsip RSPO ifui séndifi ataui 39 Kritetia tersebiit mefupakati tekiis yang

dijalankan oleh perkebunan kelapa sawit yang ikut dalam RSPO.

57 Forest Carbon, diakses pada tanggal 7 April 2011 dari
http:/fwwwpersonal.umich.edw/~thoumi/Research/Carbon/Forests/Forests, %20Wetlands%20Inte
rnational/CCFPI%20Project/Flyers/Forest%20Fire/Fire02.pdf.

*8prinsip dan Kriteria RSPO, diakses pada tanggal 7 April 2011 dari
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D. Posisi WWF di RSPO sebagai Rezim Sekaligus NGO yang Cooperatif
Isii lingkungan yang terjadi pada saat 6l terutaniad  yang
diakibatkan oleh konversi hutan secara meluas yang dilakukan oleh para
peitisahaan kélapa sawit, baik dari isu penibakaran hutan tinhik dijadikan
lahan perkebunan kelapa sawit maupun pengelolaan perkebunan kelapa
sawit yang mengedepankan aspek lingkungan mengakibatkan beberapa
LSM tefperak unnik miengatasi isu wersebiit dai kemudian mentntut pada
perusahaan-perusahaan yang bergerak pada bidang industri kelapa sawit
terutama untuk menghentikan tindak perusakan hutan tersebut.
Giesiipéace sebagai salah sati NGO lingkungan yang akfif
mengkampanyekan isu lingkungan bertindak secara tegas dan melakukan
upaya-upaya pencegahan kerusakan hutan tersebut dengan aksi nyata
yang lafigsiing Kepada para pelaki perusakan lingKingai. Saat adaiiya isti
minyak sawit dijadikan bahan bakar Greenpeace secara tegas mengatakan
bahwa penggunaan minyak sawit untuk bahan bakar akan merusak
lingkunigan. Pernyataan Giéenpeace térsébilf imendapat banfahan dari
Gapki bahwa pemakaian minyak sawit untuk bahan bakar hanya
merupakan bentuk untuk menutup kekrangan BBM akib_at harga BBM
yang melaimbifg, tapi menaiknya harga BBM fentu saja berimabas pada
harga bahan makanan terutama minyak sawit sehingga pemakaian minyak
sawit untuk bahan bakar hanya bersifat sementara dan pasti akan

tefhénti.>’




Scbagai organisasi nonpemerintah kawakan dalam bidang
lifigkiifigai Gréénpeacé sangaf jéli melihaf pérsoalan lingkKiingan. Méreka
organisasi yang kuat dan memiliki staf yang terdiri dari orang-orang
pandai di bidang lingkungan, Hubungan mereka terbentang luas mulai
dafi sésaia aktivis lingkingan saimpai dénigai media massa. Ada Kalaiiya
kampanye yang mereka lakukan langsung bisa diterima sebagai sebuah
kesimpulan yang tak bisa diganggu gugat.%’ Berbagai sorotan Greenpeace
terhadap Iingkungan bisa kita saksikan di stasiun luar negeri CNN yang
seringkali menyuarakan aspirasi mereka. Sering diakatakan bahwa
negara-negara yang paling banyak menyumbang gas rumah kaca adalah
Amérika Sérikat, China, dan Indonesid. Ménufuf ieéréka, suiber dafi
emisi gas tersebut berasal dari lahan gambut.

Bégitii juga déngafi lahan gaimbut, pada tahin 1990-afi Péiiérifitah
Indonesia membuka sejuta hektar lahan gambut di Kalimantan. Saat itu

belum diketahui kalau lahan gambut akan menyebabkan kerusakan

dilakukan pengurangan terhadap pembukaan lahan perkebunan di atas
lahan gambut. Lahan gambut diyakini berbahaya karena mengeluarkan
gas imetana yang dapat mérusak lapisati 6Zon.

Berbeda dengan Greenpeace yang menggunakan kampanye

independen yang menggunakan konfrontasi tanpa kekerasan, WWF justru
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pada sasaran dan solusi bersaﬁw dalam menghadapi isu lingkungan
Sepetti peinbiikaai lahan perkebunan yang merusak lingkufpan Karenia di
buka di atas lahan gambut.

Sebetulnya WWF bersama RSPO sendiri secara resmi pemah
méfigajak Giéenpeace UK iasik dalami Keanggotaan RSPO supaya
bisa menyampaikan masukan demi perbaikan industri kelapa sawit.
Dalam Roundtable Keempat yang berlangsung di Singapura, utusan
Greénpeace hadir, tetapi mereka mendlak ajakan iftu déngan alasai ingin

berada di luar lingkaran saja.
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